WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 29
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang :

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

bahwa bercdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri
Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan
objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan

daerah;

bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagairnana
dimaksud pada huruf a perlu penyesuaian tambahan
penghasilan, sehingga dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kota Gorontalo.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
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Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4060);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42865);

Undang-Undang  Nomor 1 tahun 2004  tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
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17. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 29
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 29

Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018
Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf a, huruf b dan huruf g diubah sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

PNS yang tidak menerima TPP adalah:

a.

b.

PNS yang diangkat menjadi komisioner;

PNS yang diberhentikan sementara;

PNS yang sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara;
PNS yang sedang menjalani Cuti Besar;

PNS yang sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 30 bari kerja;

PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima)

hari atau lebih dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Fungsional

Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan;

PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus Badan

Layanan Umum.

PNS yang dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun.
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2. Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 24

(1) TPP dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya.

(2) apabila pada tanggal 10 bulan berkenaan bertepatan dengan hari libur
maka pembayaran TPP dilakukan pada hari kerja setelah hari libur.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februwari 2019
A WALIKOTA GORONTALO ;/

MA N A. TAHA

Diundangkan Gorontalo
pada tanggal 19 Yebruari 2019
SEKRETARIS DAF KOTA GORONTALO

ISMAIL MADJID
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